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Abstrak 
Administrator publik mempunyai peranan penting dan menentukan keberhasilan dan kegagalan 
pelayanan publik dalam usahanya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam implementasinya 
kebijakan yang dilaksanakan administrator bukanlah merupakan hal mudah, diperlukan 
kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas tersebut sehingga memungkinkan 
tercapainya tujuan pelayanan publik yakni tersejahterakanya masyarakat melalui pelayanan 
yang mud ah, terjangkau, dan dengan biaya murah. Dengan demikian kompetensi administra­
tor dalam mengimplementasikan setiap kebijakan maupun program akan menjadikan ukuran 
keberhasilan maupun kegagalan suatu program. Daya dukung profesionalisme sebagai ad­
ministrator akan membantu kelancaran dan ketercapain program, disamping perlunya 
mengantisipasi dan memprediksi perkembangan yang terjadi serta didukung dengan 
kemampuan administrator dalam penggunaan TIK yang tepat melalui e-govemment dan 
berdampak terhadap kelancaran pelayanan publik sebagai bentuk untuk mewujudkan good 
governance. 
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Paradigma Pelayanan Publik 
Perkembangan paradigma administrasi 

publik sekarang ini telah memasuki era baru 
yaitu bergesernya perkembangan ke arah 
pelayanan publik (publik secvice) bahkan 
ada yang mengatakan new public service era, 
yaitu bergesernya orientasi administrator 
bukannya sebagai pelaksana kebijakan saja, 
tetapi mempunyai orientasi lebih luas dan 
aplikatif lagi terhadap peran pentingnya ad­
ministrator dalam melayani masyarakatnya. 
Era ini menunjukan bahwa kemampuan 
profesionalisme administrator sangat dibu­
tuhkan dan menentukan dalam pencapaian 
tujuan setiap program yang dilaksanakan 
oleh birokrasi publik dengan menghadapi 
perkembangan dan permasalah publik yang 
bergerak sangat cepat (Fredericson 1970, 
Hendry 1988, Osborne 1997). 

memberikan pelayanan kepada publiknya 
untuk meningkatkan kesejahteraan masya­
rakatnya baik berkenaan dengan barang dan 
jasa yang dibutuhkanya maupun aspek 
ketersediaan akses publik untuk mendapat­
kan pelayanan yang adil dan terbuka sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Pemerintah In­
donesia, sebenarnya telah mengariskan 
sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, 
yang secara legal formal hal tersebut 
sebenarnya mencerminkan bahwa rakyat 
harus sejahtera lahir dan batin, mungkinkah 
demikian? Bagimana dengan tingginya 
tingkat kemiskinan yang mencapai 33, 7 juta 
orang miskin (Kontan 13 Februari 2009) dan 
tingkat pengganguran yang mencapai 9,34 
juta orang (BPS 2008). 

Hal ini berimplikasi terhadap tugas dan 
fungsi pemerintah untuk menyediakan dan 

Landasan yuridis formal untuk menjamin 
dan meningkatkan kesejahteraan masya­
rakat melalui pelayanan publik yang memadai 
sebenarnya sudah diatur dalam Undang-
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